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BAB II
KONSEP PERKAWINAN DALAM 
LINTASAN SEJARAH HUKUM ISLAM
A. Fiqh Perkawinan Masa Islam Klasik
Nikah dalam Islam, bersifat kontraktual, dengan kata lain, baik pengantin laki-laki maupun perempuan dapat menetapkan syarat-syarat berlangsungnya pernikahan. Ini mengisyaratkan bahwa perempuan bebas memutuskan apakah ia mau melakukan kontrak pernikahan atau tidak. Namun secara tradisional, perempuan sendiri tidak diperbolehkan merundingkan pernikahannya. Dia dinikahkan oleh walinya, yang pada umumnya adalah ayahnya. Jika ayahnya tidak ada, maka kakek atau saudara laki laki dapat bertindak sebagai wali.[footnoteRef:2] [2:  Ashgar Ali Enginieer, Hak-hak Perempuan Dalam Islam, (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994), 151] 

1. Konsep Perkawinan Dalam Madzhab Hanafi
a. Definisi Nikah
Ulama dari kalangan mazhab ini mendefinisikan nikah sebagai akad yang berakibat pada pemilikan “seks” secara sengaja, yang dimaksud dengan pemilikan seks disini pemilikan laki-laki atas alat kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan disini bukan kepemilikan yang bersifat hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah SWT.[footnoteRef:3] [3:  Syafiq Hasyim, Hal-hal Yang Tak Terpikirkan,( Bandung : Mizan, 2001), 150] 

b. Hukum Nikah
Nikah menjadi wajib dengan empat syarat : pertama seseorang yakin akan jatuh dalam zina jika dia tidak menikah, kedua;tidak ada kuasa baginya untuk berpuasa yang memeliharanya dari jatuh pada zina. Adapun jika ia sanggup berpuasa yang menjauhinya dari zina maka dia boleh memilih antara puasa dan menikah maka tidak wajib baginya menikah khususnya dalam hal ini. Ketiga; tidak kuasa memerdekakan budak perempuan, maka baginya memilih juga. Keempat; mampu membayar mahar dan infaq dari harta yang halal.[footnoteRef:4] [4:  Abdurrahman al-jaziri, Al-fiqh „ala mazahib al-arba‟ah,  Beirut : Daar Al-kitab Al-ilmiyyah juz 4, 11] 

Nikah menjadi sunnah muakkadah jika seseorang senang dengan nikah sebagaimana dia tidak yakin jatuh dalam zina, apabila dia menolak menikah  dalam hal ini, maka baginya dosa.
Nikah menjadi haram jika hartanya tersusun dari yang haram dengan menganiaya manusia dan mendhalimi mereka, karena nikah merupakan syariat (ketetapan Allah) bagi kemaslahatan jiwa dan menyambung keturunan.
Nikah menjadi makruh jika takut mendapat kedhaliman dan penganiayaan dan belum yakin untuk menikah, adapun nikah menjadi mubah bagi siapa sajayang senang terhadapnya , akan tetapi tidak takut akan jatuh dalam zina  dan belum yakin, akan tetapi menikah karena dasar mengendalikan syahwat.
c. Mahar
Mahar merupakan salah satu hak istri yang didasarkan atas kitabullah, hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.[footnoteRef:5] [5:  Muhammad Jawad Mughniyah,al-Fiqh „ala Mazahib al-Khamsah,diterjemahkan oleh Masykur AB.,dkk, 364] 


d. Wali Nikah
Imam Abu Hanifah membagi perwalian pada tiga tingkat. Pertama, kekuasaan atas jiwa, yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya, dan ini menjadi kekuasaan ayah dan kakek, kedua, kekuasaan atas harta yang kekuasaannya meliputi harta benda seperti mengembangkan harta, mentasarrufkan, menjaga serta membelanjakan, kekuasaan ini juga milik bapak dan kakek. Ketiga wilayah atas jiwa dan harta secara bersamaan dan dalam hal ini yang berkuasa pun tetap ayah dan kakek.[footnoteRef:6] [6:  Syafiq Hasyim, Hal-hal Yang Tak Terpikirkan, 154-155] 

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi.[footnoteRef:7] [7:  Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, 60] 

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar`i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Dalam hal ini hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda, tidak seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil,tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.[footnoteRef:8] [8:  Muhammad Jawad Mughniyah,al-Fiqh „ala Mazahib al-Khamsah, diterjemahkan oleh Masykur AB.,dkk, 345] 

Apabila ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak sekufu atau kurang dari mahar mitsil , maka akad nikahnya sah jika ia tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek, akan tetapi bila  yang mengawinkan bukan ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan atau kurang dari mahar mitsil, maka akad tersebut tidak sah sama sekali.
e. Urutan Wali
Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina.kemudian berturut turut : cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya.[footnoteRef:9] [9:  Ibid, 347.] 

2. Konsep Perkawinan Dalam Madzhab Maliki
a. Definisi Nikah
Ulama dari kalangan mazhab ini terutama Ibn Arafah mendefinisikan nikah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harganya secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab Malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah akad kepemilikan manfaat alat kelamin dan seluruh badan Istri.[footnoteRef:10] [10:  Syafiq Hasyim, Hal-hal yang tak terpikirkan, 150] 


b. Hukum Nikah
Nikah diwajibkan bagi siapa saja yang ingin dan takut dirinya terhadap zina, jika tidak menikah dan tidak mampu, cukup baginya berpuasa. Diwajibkannya nikah dengan tiga syarat:[footnoteRef:11] [11: Abdurrahman al-jaziri, Al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba‟ah,  Beirut : Daar al-kitab al-ilmiyyah juz 4, 10] 

1. Takut dirinya jatuh kedalam perbuatan zina,
2. Tidak sanggup berpuasa yang cukup terhindar dari zina karenanya atau mampu berpuasa, akan tetapi puasa tidaklah cukup baginya,
3. Tidak sanggup mengambil budak perempuan, maka apabila dianggap menikah dan berpuasa yang mencegah birahinya dari kelaliman. Mengambil budak perempuan merupakan pilihan antara 1 dan 2, akan tetapi menikah lebih utama.
Haram menikah bagi siapa saja yang tidak takut akan zina dan tidak sanggup membayar mahar dari suatu yang halal atau tidak sanggup (lemah) dalam hubungan suami isteri, maka apabila perempuan tau akan kelemahan laki-laki dalam hubungan suami isteri dan ridha maka boleh menikah baginya. Apabila perempuan tau kelemahan laki-laki dalam mahar dan ridha, maka boleh menikah dengan syarat dia perempuan baik. Adapun jika wanita itu tau sesungguhnya mahar didapatkan dari suatu yang haram dan ia ridha, maka tidak boleh nikah baginya.[footnoteRef:12] [12:  Ibid 10] 

Sunnah menikah jika seseorang tidak ingin menikah akan tetapi mengharapkan keturunan dengan syarat sanggup memenuhi kewajibannya memperoleh rezeki dari suatu yang halal dan mampu berhubungan suami isteri. Adapun jika ia ingin menikah akan tetapi tidak takut dirinya akan zina, maka menikah sunnah baginya.[footnoteRef:13] Nikah menjadi makruh bagi seseorang yang tidak ingin menikah akan tetapi takut tidak bisa memenuhi sebagian kewajiban yang dibebankan padanya.[footnoteRef:14] Adapun nikah menjadi mubah bagi siapa saja yang tidak ingin dan tidak mengharapkan keturunan, tetapi ia mampu.[footnoteRef:15] [13:  Ibid 11]  [14:  Ibid 11]  [15:  Ibid 11] 

c. Mahar
Minimal mahar tiga dirham logam perak, kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau memfasakh akad, lalu membayar separuh mahar musamma.
d. Wali Nikah
Menurut Imam Maliki susunan wali dalam nikah adalah : (1) Wali Mujbir yaitu ayah, yang diwasiatkan ayah, dan raja, kemudian setelah wali mujbir, anak, walaupun dari hasil zina, tanpa menikah yang sah terlebih dahulu, kemudian dia lahir dari hasil zina, maka dalam hal ini anak tadi berhak menjadi wali atasnya, adapun jika si perempuan berzina dimulai sebelum menikah, kemudian hamil, maka ayahnya dalam hal ini menjadi wali karena ayah adalah wali mujbir. Setelah anak, anaknya anak, ayah yang bukan mujbir dengan syarat ayah secara syariat, yang menikah secara sah, dan jika ayah zina, maka tidak ada hak wali baginya., kemudian saudara yang sah, saudara ayah.[footnoteRef:16] [16:  Ibid, 30] 

3. Konsep Perkawinan dalam madzhab Syafi’i
a. Definisi Nikah
Ulama dari kalangan Mazhab syafi`i mendefinisikan nikah sebagai akad yang berdampak adanya kepemilikan seks. Inti definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan, sebagian ulama syafi`iyyah yang lain berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang membolehkan seks, bukan akad kepemilikan.[footnoteRef:17] [17:  Syafiq Hasyim, Hal-hal yang tak terpikirkan, 150] 

b. Hukum Nikah
Asal hukum nikah adalah boleh (ibahah), maka mubah bagi seseorang menikah dengan maksud kenikmatan, jika diniatkan untuk memperoleh keturunan maka baginya sunnah. Dan untuk mencegah apa yang dilarang sebagaimana ketakutan seorang wanita terhadap dirinya dari perbuatan zina tidak ada yang bisa mencegah dari perbuatan itu kecuali menikah maka baginya menikah itu wajib. Makruh nikah jika seorang laki-laki tidak mampu dalam mahar dan nafkah.
c. Wanita-wanita yang haram dinikahi
Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi sebagaimana dalam al-quran ada empat belas : tujuh karena nasab, yaitu : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.
Dan dua dari susuan,yaitu : ibu susuan, dan saudara sepersusuan, empat karena perkawinan yaitu : ibu mertua,anak tiri apabila sudah berhubungan dengan ibunya, istri ayah, istrinya anak laki-laki. Selain itu haram juga mengumpulkan dua wanita muhrim sebagai istri, atau mengawini dua wanita bersaudara sekaligus.
d. Mahar
Tidak ada batas minimal dalam mahar, segala sesuatu yang dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsy. Wajib mahar dengan tiga hal, pertama; karena ketentuan dalam nikah, kedua ; ketentuan hakim atau bercampur dengan istri, maka wajib mahar mitsil.[footnoteRef:18] [18:  Mustafa raibulbugha, At-tazhib fi adillati matan al-ghayatuwattaqrib, Damsyik : Daar Imam Al- bukhari, 1978, 165-166] 

e. Wali Nikah
Wali merupakan syarat dalam nikah, tidak sah akad tanpa wali, dan tidaklah bagi wanita berakad atas dirinya sendiri dan ijin walinya terhadapnya sama, baik anak kecil maupun dewasa, mulia ataupun hina, perawan maupun janda.[footnoteRef:19] [19: Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Mawardi Bashra, Al-hawi Al-kabir, Beirut :Daar Kitab Al-ilmiyyah juz9, 1994,38] 

4. Konsep Perkawinan Dalam Madzhab Hanbali
a. Definisi Nikah
Ulama dalam kalangan Mazhab ini nampaknya agak praktis dalam mendefinisikan nikah. Menurut mereka nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata ankah atau tazwij untuk kesenangan seksual.[footnoteRef:20] [20:  Syafiq Hasyim, Hal-hal yang tak terpikirkan, 150] 

b. Hukum Nikah
Nikah wajib bagi siapa saja yang takut akan zina, baik laki-laki maupun wanita tidak ada perbedaan dalam hal ini antara mampu dalam infaq atau tidak, maka apabila mampu menikah untuk menjaga diri dari hal-hal yang haram, maka baginya menikah.[footnoteRef:21] [21: Abdurrahman al-jaziri, Al-fiqh „ala mazahib al-arba‟ah,  Beirut : Daar al-kitab al-ilmiyyah juz4, 12] 

Adapun nikah menjadi haram pada masa perang kecuali karena kepentingan semata, jika seorang tawanan maka tidak boleh baginya menikah atas dasar apapun.[footnoteRef:22] Dan nikah menjadi sunnah bagi siapa saja yang ingin menikah, akan tetapi tidak takut dirinya terhadap zina, baik laki-laki maupun perempuan. Menikah dalam hal ini lebih baik daripada shalat sunnah bagi siapa yang menjaga dirinya, istrinya atau pasangannya dan berhasil memperoleh anak yang memperbanyak ummat dan menjadi anggota dalam membangun bangsa.[footnoteRef:23] Dan nikah menjadi mubah bagi siapa yang tidak ingin atau berkehendak melakukannya seperti orang dewasa, dengan syarat tidak dalam keadaan mendesak.[footnoteRef:24] [22:  Ibid,12]  [23:  Ibid]  [24: Abdurrahman al-jaJziri, Al-fiqh „ala mazahib al-arba‟ah,  Beirut : Daar Al-kitab Al-ilmiyyah juz 4, 13] 

c. Mahar
Persoalan terkait jumlah minimal ataupun maksimal mahar hanbali sepakat dengan Syafi`i bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Degala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual-beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsyi.[footnoteRef:25] [25:  Muhammad Jawad Mughniyah,al-fiqh „ala mazahib al-khamsah,diterjemahkan oleh Masykur AB.,dkk, 367] 

d. Wali Nikah
Urutan wali adalah : ayah, wali yang diwasiatkan oleh ayah setelah ia meninggal, hakim ketika dibutuhkan dan mereka semua adalah wali mujbir, selanjutnya wali-wali yang kerabat sebagaimana kerabat dari ashabat waris dan yang paling berhak adalah ayah, kemudian kakek keatas, kemudian anak, kemudian anaknya anak kebawah, dan menurut ijtima` mereka tergolong kerabat. Selanjutnya dari pihak anak didahului oleh saudara kandung, kemudian saudara ayah, anak saudara sekandung, anak laki-laki saudara dari ayah, kemudian anak keduanya kebawah, paman kandung, paman dari ayah, kemudian anak laki-laki paman, anak laki-laki paman dari ayah kebawah, paman-paman kakek, kemudian nak-anak mereka.[footnoteRef:26] [26:  Ibid, 13] 

Dalam masalah pernikahan, para fuqaha membedakan antara seorang bakirah (gadis yang belum pernah menikah) dan seorang thayyibah (Janda, cerai, mati). Seorang bakirah dituntut menunjuk wali pernikahan yang tidak diperlukan dalam pernikahan seorang thayyibah. Alasan dalam pembedaan ini mungkin adalah karena seorang gadis muda yangbelum pernah menikah tidak cukup berpengalaman dalam masalah pernikahan, jalan terbaik baginya adalah menyerahkannya kepada kerabatnya yang lebih tua yang dapat membuat keputusan yang lebih tepat, walaupun akhirnya dia sendirilah yang menyetujui atau tidak menyetujuinya.[footnoteRef:27] [27: Ashgar Ali Enginieer, Hak-hak Perempuan Dalam Islam, Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994, 152] 

Janda mempunyai mempunyai pengalaman dalam masalah masalah itu mereka dapat mendasarkan diri atas pertimbangan mereka sendiri. Persyaratan adanya wali merupakan praktek pra-islam yang digabungkan dalam fiqh Islam belakangan.[footnoteRef:28] [28:  Ibid, 152] 



B. Konsep Perkawinan Masa Dunia Islam Moderen
Setelah konsep perkawinan Islam pada masa klasik, seiring waktu, pembaruan hukum keluarga terutama terkait perkawinan khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Adapun bentuk pembaharuan yang dilakukan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Pertama, kebanyakan negara melakukan pembaruan dalam bentuk Undang-undang . Kedua, ada beberapa negara yang melakukannya dengan berdasarkan dekrit (Raja,Presiden).[footnoteRef:29] [29:  M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen, (Jakarta : Ciputat Press,2003), 1] 

Secara garis besar sistem hukum yang berlaku didunia Islam atau yang mayoritas penduduknya Islam bisa dibagi menjadi tiga bagian:[footnoteRef:30] [30: Ahmad Zaenal Fanani, Hukum Keluarga Islam Itu Konstekstual, Makalah Hakim PA Martapura] 

Pertama,  sistem  yang  masih  memberlakukan  syari`ah   sebagai  hukum  asasi (pokok) dan berusaha untuk menerapkanya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara utuh. Disini, hukum Islam dipahami secara tekstual-literal sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks hukum (al-Quran dan al-Hadits). Contoh hukum keluarga yang diberlakukan adalah otoritas talak hanya dimiliki oleh kaum lelaki, pemberlakuan poligami dan lain-lain. Diantara negara yang hingga kini mempertahankan model semacam ini adalah Arab Saudi dan wilayah utara Nigeria.
Kedua,  sistem  yang  meninggalkan  Syari`ah  dan  menggantikanya  dengan hukum yang sama sekali sekuler. Negara muslim yang setidak-tidaknya secara resmi, telah sama sekali berubah menjadi sekuler adalah Turki yang sangat berbeda atau bertolak belakang dengan Arab saudi. Pada tahun 1926 hukum Swiss ditetapkan sebagai   pengganti   syari`ah,   bahkan   termasuk   mengenai   hukum.   keluarganya, monogami diterapkan sebagai pengganti poligami; dan perceraian berdasarkan atas ketetapan hakim berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang sama bagi suami atau istri yang berperkara diterapkan sebagai pengganti talak yang dijatuhkan secara sepihak oleh suami atau yang dijatuhkan atas kesepakatan kedua suami isteri yang bersangkutan.
 Ketiga, sistem yang mencoba mengambil jalan moderat diantara dua sistem hukum yang ekstrim nyakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam. Contoh negara yang berusaha mengkompromikan kedua sistem tersebut adalah antara lain Mesir, Sudan, dan Yordania. Akan tetapi khusus dalam hukum keluarga yang diterapkan seringkali porsi yang banyak diberikan adalah hukum Islam sebagaimana dipahami oleh kelompok pertama.
Dari ketiga corak aplikasi hukum Islam didunia muslim diatas menunjukan bahwa perbedaan sistem dan bentuk pembaharuan hukum Islam bukan hanya disebabkan oleh sistem politik yang dianut, melainkan juga oleh faktor perbedaan sejarah, sosiologi dan kultur masing-masing negara muslim tersebut.
1. Konsep Perkawinan di Negara Turki
a. Pertunangan (khitbah,Betrothal)
Hukum keluarga Turki mendorong pengadilan untuk tidak mengadakan perjanjian khusus pernikahan. Jika pesta pertunangan sudah dilakukan, ternyata perjanjian pernikahan batal, pihak yang dianggap bertanggung jawab dengan pembatalan dibebani kewajiban mebayar ganti rugi berupa ganti biaya pesta yang telah dikeluarkan.[footnoteRef:31] [31:  M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen, 42] 

b. Umur Pernikahan
Dalam undang-undang Turki umur minimal seseorang yang hendak nikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.Dalam kasus-kasus tertentu pengadilan dapat mengijinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki- laki dan14 tahun bagi perempuan setelah mendapat ijin dari orang tua atau wali.[footnoteRef:32] Di Turki perkawinan pada usia lebih rendah dari usia minimum yang mendapat ijin dari pengadilan merupakan kasus pengecualian dan secara umum dilakukan dengan ijin wali nikah.[footnoteRef:33] [32:  http://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-Turki (diakses pada 08 April 2018)]  [33:  Lihat Kompas, kamis 12 oktober 2000] 

c. Syarat-syarat Perkawinan
Para ulama menetapkan 10 persyaratan bagi keabsahan suatu pernikahan, dan persyaratan tersebut telah disepakati dan sebagian yang lain diperdebatkan, persyaratan yang dimaksud adalah:[footnoteRef:34] [34:  M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen, 47-48] 

· Calon mempelai wanita tidak mahram (yang haram dinikahi) bagi calon mempelai laki-laki, baik dalam waktu tertentu maupun selamanya.
· Shigat ijab Kabul tidak temporal.
· Ada dua orang yang adil
· Pernikahan dilakukan dengan sukarela oleh kedua belah pihak atau tidak dengan paksaan.
· Kedua calon mempelai jelas jati dirinya
· Tidak sedang melakukan ihram haji atau umroh
· Mempelai laki-laki dan para saksi tidak merahasiakan pernikahan
· Pernikahan dengan memberi mas kawin (mahar)
· Salah satu dari kedua calon mempelai tidak sedang sakit membahayakan
· Ada wali yang menikahkan
2. Konsep Perkawinan di Negara Iran
Sebelum lahirnya UU keluarga pertama di Iran Marriage Law yang ditetapkan tahun 1931, masalah perceraian dan perkawinan diatur dalam UU sipil yang mulai berlaku tahun 1930. kemudian untuk menggantikan Marriage Law tahun 1931 lahir Family Pritection act tahun1967. UU ini kemudian diganti dengan Protection of Family tahun 1975, setelah reformasi Iran tahun 1979 UU ini dihapuskan, yang dipandang telah melewati batas hukum Islam yang mapan.[footnoteRef:35] [35: http//aafandia.wordpress.com// Iin Ernawati dan Rio Arif W, Hukum Islam di Negara Iran, diposting 20 Mei 2009 (diakses pada 08 April 2018)] 

a. Hukum Perkawinan
Sebelum lahirnya UU keluarga pertama di Iran Marriage Law yang ditetapkan tahun 1931, masalah perceraian dan perkawinan diatur dalam UU sipil yang mulai  berlaku  tahun  1930.  kemudian  untuk  menggantikan  Marriage  Law tahun 1931 lahir Family Pritection act tahun1967. UU ini kemudian diganti dengan Protection of Family tahun 1975, setelah reformasi Iran tahun 1979 UU ini dihapuskan, yang dipandang telah melewati batas hukum Islam yang mapan.[footnoteRef:36] [36: Ibid] 

b. Ketentuan Hukum Keluarga Islam di Iran Pra-Revolusi
1. Pencatatan Perkawinan
Setiap perkawinan , sebelum perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dihukum dengan hukuman penjara selama satu hingga enam bulan. Aturan tentang pencatatan perkawinan termasuk pembaharuan yang bersifat regulatory atau administrative. Sebab pelanggarnya hanya dikenai hukuman fisik, sementara pernikahannya tetap dipandang sah. Peraturan seperti ini tidak dijumpai dalam pemikiran hukum klasik, baik dalm madzhab Syi`i maupun madzhab sunni.[footnoteRef:37] Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan bagi pria adalah delapan belas tahun. Bagi seseorang yang mengawinkan seseorang yang masih dibawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara enam bulan hingga dua tahun. Jika seorang anak perempuan dikawinkan dibawah usia 13 tahun, maka yang mengawinkannya dapat dipenjara selama dua hingga tiga tahun. Disamping itu, bagi orang yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda 2-20 riyal.[footnoteRef:38] [37:  M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen, 59]  [38:  Ibid, 59] 

2. Perkawinan di bawah umur
Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan tersebut berbeda dengan pandangan hukum madzhab Ja`fari. Menurut madzhab Ja`fari seseorang telah dipandang dewasa (karenanya dapat melangsungkan perkawinan) jika telah berumur  15  tahun  bagi  pria  dan  9  tahun  bagi  wanita.  Madzhab  Ja`fari  juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih dibawah umur.[footnoteRef:39] Dengan demikian ancaman hukuman bagi wali yang mengawinkan anak dibawah umur merupakan pembaharuan hukum keluarga di iran yang bersifat administratif. [39:  Muhammad Jawad Mughniyah,al-fiqh „ala mazahib al-khamsah,diterjemahkan oleh Masykur AB.,dkk, 316-318] 

3. Perjanjian Kawin
Pasangan yang berniat untuk melangsungkan perkawinan boleh membuat perjanjian dalam akad perkawinan, selama tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dibawah perlindungan pengadilan.[footnoteRef:40] [40:  M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen, 60] 

Menurut Madzhab Ja`fari, syarat yang dianggap gugur dalam akad tidak dianggap dapat menggugurkan akad nikah. Sedangkan syarat yang dianggap  gugur dalam akad tidak dapat menggugurkan akad nikah atau mahar itu sendiri, kecuali jika diisyaratkan dalam bentuk khiyar, atau tidak berlakunya semua dampak akad yang bertentangan dengan wataknya sendiri. Jika seorang istri ketika akad nikah mensyaratkan kepada suaminya agar ia tidak kawin dengan wanita lain, tidak menolaknya, tidak melarangnya keluar rumah, atau mensyaratkan bahwa hak talak berada ditangannya, tidak mewarisinya, dan persyaratan- persyaratan lain yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, maka persyaratan- persyaratan itu batal, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah.[footnoteRef:41] [41:  Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh lima Madzhab, (Jakarta : Lentera Beristama, cet- 3,2005),,diterjemahkan oleh Masykur AB.,dkk, 319-320] 

3. Konsep Perkawinan di Negara Mesir
a. Pencatatan Perkawinan
Aturan pertama yang memuat pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berperkara di Pengadilan tahun 1897 (Egyptian Code of Organization and Prosedure for Syari`ah Court of 1897). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pemberitahuan suatu perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Hal inilah yang kemudian diperluas dengan peraturan perundang-undangan tahun 1909 – 1910, dan diubah tahun 1913 dimana pada pasal 102 disebutkan bahwa perdebatan sekitar perkawinan dan perceraian yang diadukan salah satu pasangan atau orang ketiga tidak akan ditanggapi kecuali ada bukti yang meyakinkan kebenarannya. Hanya saja menurut UU tahun 1897, pembuktian ini boleh atau cukup dengan oral atau lisan yang diketahui secara umum oleh pihak yang berperkara. Sementara menurut peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan catatan resmi pemerintah (official document) atau tulisan tangan dan tanda tangan dari seorang yang sudah meninggal. Dalam peraturan tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata harus ada bukti resmi (akta) dari pemerintah (official certificate).[footnoteRef:42] [42:  http//aafandia.wordpress.com// Verial Nur Artlan dan Khoiri Inayah, Hukum Islam di Negara Arab-Mesir, diposting 20 Mei 2009.12:43 (diakses pada 08 April 2018)] 

b. Perjanjian Perkawinan
Perjanjian perkawinan atau peminangan di Mesir dilakukan dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian saling menguntungkan antara kedua pihak untuk mengadakan pernikahan tanpa ada pembatasan atau pengekangan salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Namun demikian jika perjanjian itu batal dan merugikan pihak lain baik secara moral ataupun material, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara ke pengadilan atas kerugian tersebut. Jadi pertunangan bisa dilakukan dan dibatalkan oleh kedua belah pihak dengan ada kesepakatan keduanya sehingga salah satu atau kedua pihak tidak merasa dirugikan. Perjanjian ini pula tidak mengharuskan kepada salah satu atau kedua pihak untuk melakukan perkawinan meskipun mereka sudah tidak saling mencintai lagi.[footnoteRef:43] [43:  Ibid] 



c. Batas Usia Perkawinan
Mengenai pembatan usia perkawinan di Mesir, terdapat dalam UU No. 56 tahun 1923 Pasal 1 yang menyatakan bahwa usia minimal perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 18 tahun bagi pria pada saat menikah. Ada dua hal untuk mengetahui umur seseorang agar sesuai dengan ketentuan UU yaitu: Akte Kelahiran atau berupa surat resmi yang dapat menaksir tanggal kelahiran seseorang, dan sertifikat kesehatan yang memperlihatkan taksiran tanggal atau data kelahiran yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan atau Pusat Kesehatan setempat. Jika keduanya atau salah satu pihak calon suami atau istri tidak memenuhi ketentuan umur perkawinan dalam UU tersebut, maka dilarang untuk melakukan pendaftaran perkawinan.
4. Konsep Perkawinan di Negara Brunei Darussalam
a. Pembatalan Pertunangan
Perbuatan membatalkan perjanjian pertunangan oleh pihak laki-laki yang dibuat baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan mengikuti hukum muslim, akan berakibat pada pihak laki-laki, yaitu harus membayar sejumlah sama dengan banyaknya mas kawin, ditambah dengan perbelanjaan yang diberikan secara suka rela untuk persiapan perkawinan. Apabila yang membatalkan perjanjian tersebut dari pihak perempuan, maka hadiah pertunangan harus dikembalikan bersama dengan uang yang diberikan dengan suka rela. Semua pembayaran baik yang digariskan tadi bisa didapatkan kembali melalui perkawinan. Hal ini tidak dijelaskan dalam fiqh Syafi`i secara eksplisit.

b. Pendaftaran Pernikahan
Dalam Undang-undang Brunei orang yang bisa menjadi pendaftar nikah cerai selain qadi besar dan qadi-qadi adalah imam-imam masjid, disamping imam- imam itu merupakan juru nikah yang diberi tauliah untuk menjalankan setiap akad nikah. Orang biasa melangsungkan sebuah pernikahan adalah orang yang diberi kuasa (tauliah) oleh sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum untuk orang Islam. Tetapi dalam hal kehadiran dan kebenaran pendaftaran juga diperlukan.
Walaupun demikian pernikahan yang tidak mengikuti aturan ini tetap dilangsungkan (sah), tetapi menurut aturan hukum muslim dianggap sah dan hendaknya didaftarkan. Sedangkan yang dinamakan perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang tidak mengikuti hukum madzhab yang dianut oleh kedua belah pihak. Aturan-aturan yang berlaku di atas merupakan reformasi hukum keluarga Islam yang sifatnya regulatory, karena dengan tidak adanya pencatatan dan pendaftaran tidak menyebabkan batalnya suatu perkawinan bahkan dalam hal ini ternyata di Brunei terasa lebih longgar dibanding dengan negara tetangganya, karena dengan tidak mendaftarkan perkawinan tersebut tidak merupakan suatu pelanggaran.[footnoteRef:44] [44:  M.Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen, 184-185] 

c. Wali Nikah
Persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan selain itu wali pengantin perempuan harus memberikan persetujuan atau qadi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja yaitu apabila tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang kurang tepat hal ini juga terjadi di Malaysia, yang memberikan aturan tentang keharusan adanya ijin wali dalam nikah. Jika tidak ada wali nasab atau wali tidak memberikan ijin dengan alasan yang tidak masuk akal pengadilan dapat memberikan ijin kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Di Singapura aturan ini ditetapkan melalui ordonansi muslim 1957 yang memberikan otoritas kepada kadi untuk menyelenggarakan pernikahan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nasab, atau walinya tidak memberikan ijin dengan alasan yang tidak masuk akal, asalkan tidak ada halangan berdasarkan hukum Islam.[footnoteRef:45] [45:  http//aafandia.wordpress.com// Inna Zunia Fauziana dan Harsani, Hukum Islam di Negara Brunei Darussalam, diposting 20 Mei 2009.12:39] 

5. Konsep Perkawinan di Negara Malaysia
UU Baitul Mal Wilayah Federal.[footnoteRef:46] Pada dasarnya hukum Islam di Malaysia, ada yang menyangkut persoalan perdata dan ada yang menyangkut persoalan pidana. [46:  Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya (Cet. I; Bandung: t.p., 1993), 103-105] 

Dalam bidang perdata meliputi :
1. Pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian.
2. Memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara di atas.
3. Nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan pemeliharaan anak.
4. Pemberian harta wakaf.

5. Perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undang-undang.

Dalam persoalan pidana mengatur hal sebagai berikut:
1. Penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami.
2. Melakukan hubungan seks yang tidak normal.
3. Penyalah-gunaan minuman keras.
4. Kesalahan terhadap anak angkat.
5. Kesalahan-kesalahan lain yang telah diatur lebih jauh dalam undang- undang.
Adapun cakupan peraturan di bidang hukum keluarga yang tercantum dalam AMLA adalah:[footnoteRef:47] [47:  Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, (Yogyakarta : ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), 165] 

a. Usia minimal boleh kawin yakni 16 tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun qadi mengijinkan perkawinan di bawah umur dengan syarat sudah dewasa dengan alasan dan dalam kondisi tertentu.
b. Wali boleh memohonkan untuk perkawinan anaknya atau meminta qadi untuk melangsungkannya.
c. Qadi boleh menempati wali nikah dalam kondosi wanita tidak mempunyai wali nasab atau wali nasab tidak berkenan menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan hukum Islam,
d. Pencatatan perkawinan adalah wajib yang dilakukan oleh qadi atau pengganti qadi. Perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan diakui validitasnya,
e. Poligami diperbolehkan dengan syarat harus ada ijin tertulis dari qadi atau pengganti qadi
f. Pencatatan perceraian yang ruju` adalah wajib, dan pihak yang melanggar dapat dihukum. Namun sebelum memutuskan perkara dipengadilan, hakim (pengadilan) mengangkat juru damai lebih dahulu untuk berusaha mendamaikan
g. Pemeliharaan anak diatur dalam the guardian of invants 1961.
C. Relasi Antara Konsep Perkawinan Dalam Fiqh Islam dan Konsep Perkawinan di Negara-negara Islam Moderen terkait Usia Nikah dan Persetujuan Calon Mempelai
Adapun untuk lebih memperjelas bagaimana hubungan antara konsep perkawinan dalam fiqh Islam dan ketentuan undang-undang yang ada di Negara- negara Islam Moderen terkait Usia Nikah dan Persetujuan Calon Mempelai akan disajikan dalam bentuk table sebagai berikut :
	No
	Negara


	KetentuanUndang-undangNegara 
Usia Nikah / persetujuan mempelai
	Relasinya dengan
Fiqh Islam

	1
	Turki
	18 Tahun bagi laki-laki dan 17 Tahun bagi perempuan / dalam Negara Turki keabsahan suatu pernkahan dilakukan dengan sukarela oleh kedua belah pihak calon mempelai, hal ini ditetapkan dalam persyaratan perkawinan 
	Dalam fiqh islam usia nikah bagi perempuan dan laki-laki minimal 16-17 Tahun, atau sudah dinyatakan baligh. Sedangkan terkait persetujuan islam mengharuskan persetujuan calon mempelai hal ini terkait dengan hadits “wala tankihul bikra hatta tusta` zanu”

	2
	Iran
	Usia nikah yang ditetapkan oleh Negara ini adalah minimal 13 tahun, apabila ada yang melanggar maka akan dipenjara 2 hingga 3 tahun / dengan adanya sanksi yang seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa Negara iran juga tidak mengizinkan adanya pernikahan paksa
	Dalam fiqh islam usia nikah bagi perempuan dan laki-laki minimal 16-17 Tahun, atau sudah dinyatakan baligh. Sedangkan terkait persetujuan islam mengharuskan persetujuan calon mempelai hal ini terkait dengan hadits “wala tankihul bikra hatta tusta` zanu”

	3
	Mesir 
	Usia nikah 16 Tahun bagi perempuan dan 18 Tahun bagi laki-laki / dalam hal peminangan di Mesir dilakukan dengan tujuan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dalam kaitannya dengan persetujuan mempelai bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena dipaksa untuk menikah
	Dalam fiqh islam usia nikah bagi perempuan dan laki-laki minimal 16-17 Tahun, atau sudah dinyatakan baligh. Sedangkan terkait persetujuan islam mengharuskan persetujuan calon mempelai hal ini terkait dengan hadits “wala tankihul bikra hatta tusta` zanu”

	4
	Brunei Darussalam 
	Persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan selain itu wali pengantin perempuan harus memberikan persetujuan atau qadi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja yaitu apabila tidak ada wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alas an yang kurang tepat
	Dalam fiqh islam usia nikah bagi perempuan dan laki-laki minimal 16-17 Tahun, atau sudah dinyatakan baligh. Sedangkan terkait persetujuan islam mengharuskan persetujuan calon mempelai hal ini terkait dengan hadits “wala tankihul bikra hatta tusta` zanu”

	5
	Malaysia
	18 Tahun (Pria) dan 16 Tahun (Wanita), sedangkan terkait persetujuan mempelai:
a. secara umum negara bagian Malaysia menghendaki adanya persetujuan calon mempelai kecuali trengganu;
b. Hak ijbar diakui di kelantandalam perkawinan sekufu;
c. Tidak boleh ada kawin paksa karena dapat dihukum
d. Harus ada wali

	Dalam fiqh islam usia nikah bagi perempuan dan laki-laki minimal 16-17 Tahun, atau sudah dinyatakan baligh. Sedangkan terkait persetujuan islam mengharuskan persetujuan calon mempelai hal ini terkait dengan hadits “wala tankihul bikra hatta tusta` zanu”





